
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

   PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  

NOMOR 83 TAHUN 2019  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan transaksi non tunai di 

lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, diperlukan pembenahan 

prasarana dan sarana pendukung dalam rangka 

pelaksanaan pemungutan pendapatan secara non tunai; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 

Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai perlu 

ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai; 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang  Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

 

 



 

 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan 

Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi  Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 89); 

 

 

 



 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Semarang  Nomor 5 Tahun 

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 

2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 

Nomor 83); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2019 Nomor 19); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 19  TAHUN 2019 

TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI. 

 

 



 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2019 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

 

Pasal 13 

(1) Penerapan Sistem Penerimaan Pendapatan secara Non Tunai untuk 

retribusi dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2020. 

(2) Penerapan Sistem Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Non Tunai 

APBD dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak perbankan. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

 

   

 

   

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 31 Desember 2019 

 

 WALIKOTA SEMARANG, 

 

 

 

ttd 

HENDRAR PRIHADI 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 31 Desember 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 

 
 

 

ttd 
ISWAR AMINUDDIN 

 
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 84 


